PUTUSAN
Nomor 1775/Pdt.G/2024/PA.Bjn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3522072312950001, tempat dan tanggal Ilahir
Bojonegoro, 23 Desember 1995, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal
di, Provinsi Jawa Timur;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tuban, 30 Oktober 1997, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik,
bertempat tinggal di, Provinsi Jawa Timur;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tanggal 14 Agustus

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor

1775/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa
tanggal 1 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1442
Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa
Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 187/02/VI/2021, tanggal 1 Juni
2021;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

semulah di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 5 bulan;
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10.

11.

Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan
Termohon namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Termohon tidak mau terbuka tentang pengeluaran
kebutuhan sehari-hari keluarga kepada Pemohon, dan Termohon sering
memberikan uang jatah bulanannya dari Pemohon kepada orang tua
Termohon tanpa izin dengan Pemohon dan bila ditanya suka marah-marabh;
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2023 di mana
Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang
sedemikian itu yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah
kediaman orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon sehingga
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga
saat ini telah berlangsung selama 8 bulan;

Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih
tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan
Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun
dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Bojonegoro;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

* Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap kesidang,
sedangkan Termohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah
mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk
menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Masduqi, sebagaimana
laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil. Namun, perdamaian
akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal
yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon asalkan apa yang
telah disepakati, dipenuhi oleh Pemohon;

2. Bahwa, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Pemohon akan

memberikan untuk Termohon, :
2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satujuta

limaratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu
rupiah);

2.3. Nafkah madliyah berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (Tigajuta
rupiah);
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Bahwa Pemohon lalu merubah permohonanya dengan memasukkan
kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon
dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pujiono, NIK
3522072312950001 tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro,
Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Surat Keterangan pernah Nikabh, nomor
B-09/Kua.13.17/05/PW.01.08/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang
dikeluarkan oleh Kepala KUA Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa
Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1, Saksi I, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Paman Pemohon;

* Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah sudah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai
anak;

* Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Pemohon;

« Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran
sejak bulan Oktober tahun 2023;
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e Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau
terbuka tentang pengeluaran kebutuhan sehari-hari keluarga kepada
Pemohon, dan Termohon sering memberikan uang jatah bulanannya
dari Pemohon kepada orang tua Termohon tanpa izin dengan Pemohon
dan bila ditanya suka marah-marabh;

*+ Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terjadi pertengkaran kemudian
Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama berpisah
Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling
mengunjungi;

* Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk
merukunkan mereka lagi;

2, Saksi Il, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Saudara sepupu Pemohon;

« Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan
Termohon adalah suami istri sah sudah hidup rukun dan harmonis
namun belum dikaruniai anak;

* Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Pemohon;

e Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisin dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak bersedia
menjelaskan ketika Pemohon menanyakan tentang penggunaan uang
dari Pemohon;

*+ Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terjadi pertengkaran kemudian
Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama berpisah
Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling

mengunjungi;
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* Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk
merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan sudah mencukupkan
bukti-bukti dari Pemohon dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi
dengan mediator Drs. H. Masdugi dan berdasarkan laporan mediator tanggal ,
menyatakan yang pada pokoknya bahwa perdamaian perkara perceraian tidak
berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana
kesepakatan perdamaian tanggal 29 Agustus 2024. Dengan demikian dalam
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7
ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon merubah permohonannya
dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari permohonan om dan Termohon menyetujuinya;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam

permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau terbuka
tentang pengeluaran kebutuhan sehari-hari keluarga kepada Pemohon, dan
Termohon sering memberikan uang jatah bulanannya dari Pemohon kepada
orang tua Termohon tanpa izin dengan Pemohon dan bila ditanya Termohon
malah marah-marah, dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan
selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut dapat
difahami bahwa Pemohon mengajukan perkara ini berdasar Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas,
Termohon dalam jawabanya secara lisan menyatakan membenarkan dalil-dalil
permohonan Pemohon. Dan oleh karena Termohon telah mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon, maka
menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya sudah hidup rukun

dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii Pemohon di atas, Termohon
dalam jawabanya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain,
oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa:
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- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro.
Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif
Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan menyelesaikannya
(vide Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum
Islam;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01
Juni 2021 di KUA Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan
demikian, Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal
standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang
mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang

dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun
telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
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saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga

membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun bertempat
tinggal semula di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya sudah hidup rukun
dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2023 dikarenakan Termohon
tidak mau terbuka tentang pengeluaran kebutuhan sehari-hari keluarga
kepada Pemohon, dan Termohon sering memberikan uang jatah
bulanannya dari Pemohon kepada orang tua Termohon tanpa izin dengan
Pemohon dan bila ditanya Termohon malah marah-marabh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8
bulan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling
berkomunikasi dan mengunjungi;

- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau terbuka tentang
pengeluaran kebutuhan sehari-hari keluarga kepada Pemohon, dan Termohon
sering memberikan uang jatah bulanannya dari Pemohon kepada orang tua
Termohon tanpa izin dengan Pemohon dan bila ditanya suka marah-marabh,
akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama
8 bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil,
sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun
kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum
tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang
sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon,
Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya
rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk
rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal selama 8 bulan secara terus menerus tanpa adanya
keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya
suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk
pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di
mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus
mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang
bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu
rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman
bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab
atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan
petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam
serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah

hukum bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah
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terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak
berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa
sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat
haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 227:

e gt i1 Ol BVl laaie O
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam
setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi
dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki
oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan
bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon
benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi
karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3
Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum
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Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1
huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan
dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan
perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum
dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal ... dan Pemohon merubah
permohonanya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian
tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang
pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon
mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian
tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan
perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonanya sehingga
perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal
25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan
dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal
Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana
diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan
memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal ...,
Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat
dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam
pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan
Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk
mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI,
Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak
Perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian
dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan jika suami
tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mennjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Bojonegoro;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum
pengucapan ikrar talak :

3.1. Nafkah madliyah, sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
3.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
3.3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus
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ribu rupiah);
Jumlah : Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);

4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 995.000,00 (sembilanratus sembilanpuluhlima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar
1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Gembong Edy Sujarno, M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Endah
Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd Ttd
Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti
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Ttd

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,00 Disalin sesuai aslinya.
Proses Rp 100.000,00 Panitera
Panggilan Rp 725.000,00 Pengadilan Agama Bojonegoro,

PNBP Rp 20.000,00
Penyumpahan Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00 Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah Rp 995.000,00
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